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PENUTUP
A. Kesimpulan.
Berdasarkan uraian panjang lebar pada bagian analisis hasil penelitian, penulis
sebagai berikut:
1. Kebijakan dan pertimbangan pemerintah daerah di Kabupaten TTU dalam bidang
pertambangan yang berhubungan dengan desentralisasi belum begitu tepat dan benar.
Kebijakan yang diambil memiliki pertimbangan yang negatif. Kebijakan disektor
pertambangan layaknya tidak tepat untuk dijadikan PAD yang bisa mensejahterakan
rakyat. Kebijakan pertambangan Berawal dari dalih ingin meningkatkan Pendapatan
Asli Daerah (PAD), para kepala daerah sering dengan mudah memberikan/
mengeluarkan izin untuk usaha pertambangan. Izin pertambangan yang dikeluarkan
sering tidak melalui prosedur yang seharusnya·alias palsulbodong (tanpa logo burung
fiiiii._.1....__ se[;~a2~il cap
bupati.
simetris di Kabupaten Timor Tengah Utara adalah desain desentralisasi. Menurut
Kabupaten itu berkaitan rII01'",hCI'l"'l
menggunakan kebijakan pertambangan tanpa melihat kekhasan atau keunikan dari
Kabupaten itu. Dengan keseragaman ini ada indikasi mengenai copy paste regulasi.
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Solusi dari penulis untuk menjawab persoalan ini adalah dengan mendesain
Desentralisasi simetris dengan Desentralsasi asimetris dengan harapan bahwa tidak
semua daerah itu hams seragam.
B. Saran/Rekomendasi.
Berdasarkan pergumulan penulis dalam merangkai analisis tesis ini, maka penulis
merekomendasikan beberapa hal berikut:
1. Untuk mendesain desentralisasi simetris ke desentralisasi asimetris penulis memiliki
beberapa argumen:
a. Model desentralisasi yang seragam dalam keanekaragaman daerah yang mencolok
bertentangan dengan hukum alam dan nilai yang terkandung dalam desentralisasi itu
sendiri.
b. Desentralisasi yang seragam mengabaikan kenyataan bahwa daerah .memiliki tingkat
kematangan, cakupan wilayah, potensi daerah, dan jumlah penduduk yang berbeda
antara satu dengan lainnya.
c. Model desentralisasi seragam yang sekarang berlaku juga mempersulit daerah dalam
pengembangan struktur birokrasi yang efisien dan aparatur yang profesional,
mengingat kompetensi dan kebutuhan mereka yang berbeda-beda.( Agus Dwiyanto,
2010, hIm. 188-189).
2. Menjadikan sektor pertanian sebagai urusan wajib pemerintah Kabupaten Timor Tengah
Utara.
3. Kebijakan pertambangan hams berdasarkan kajian sosiologi ekologi.
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